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ABSTRACT

Toll road development is one of the infrastructure projects that affects land use
change, the socio-economic conditions of communities, and village assets. This
study aims to analyze the impacts of toll road development on land use change,
community socio-economic conditions, and village assets in Kuwiran Village,
Banyudono District, Boyolali Regency. This research employed a mixed methods
approach, integrating quantitative, qualitative, and spatial-temporal analyses
through satellite image interpretation and overlay techniques of land use maps
from 2020 to 2025. Data were collected using PlanetScope satellite imagery
(2020-2024), LASAC imagery (2025), field observations, interviews, document
analysis, and questionnaires administered to 66 respondents. The results indicate
that toll road development caused significant land use changes. Road areas
increased from 11.14 ha to 17.67 ha, while paddy fields decreased from 126.86 ha
to 103.45 ha. Shrubland and mixed gardens also expanded during the study
period. Socially, the development had relatively minor impacts, as social
interaction, social solidarity, social capital, and community participation
remained stable. Economically, respondents experienced increased income, asset
ownership, and savings, with the proportion of households having savings rising
from 63.64% before land acquisition to 87.88% after receiving land acquisition
compensation. These findings suggest that the economic benefits outweighed the
losses because most respondents relinquished only part of their landholdings
while retaining other productive land. Regarding village assets, toll road
development reduced village treasury land, prompting the Kuwiran Village
Government to provide replacement village treasury land to ensure the continuity
of government functions and public services. Overall, toll road development has
affected land use, socio-economic conditions, and village asset management.

Keywords: toll road development, land use change, community socio-economic
conditions, village assets, land acquisition.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah, mendorong
pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah
melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun
2025, menetapkan 226 Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional (PSN)
adalah proyek skala prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, maupun Badan Usaha yang memiliki sifat strategis, terukur, dan
berdampak signifikan, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016. Untuk menjamin percepatan dan efektivitas pelaksanaannya,
pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021
yang memberikan kemudahan dalam aspek perizinan, koordinasi, dan pembiayaan
pembangunan guna memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang
inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu sektor utama PSN yaitu pembangunan infrastruktur transportasi
khususnya jalan tol yang bertujuan memperkuat integrasi dan meningkatkan
konektivitas antar wilayah (Calderén & Servén, 2014). Jalan tol berperan penting
sebagai tulang punggung sistem transportasi darat yang meningkatkan aksesibilitas,
memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong terbentuknya pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru (Sasongko dkk., 2025). Keberadaan jalan tol juga
secara makro berkontribusi terhadap peningkatan nilai lahan dan berkembangnya
aktivitas ekonomi baru di sekitar wilayah jalan tol (Calderon & Servén, 2014). Oleh
karena itu, dalam realisasi pembangunan jalan tol memerlukan ketersediaan lahan
yang memadai serta pengaturan pemanfaatan ruang yang terencana agar proses
pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan kebijakan pembangunan nasional
(Pamungkas, 2021)

Pembangunan jalan tol tidak dapat dilepaskan dari proses pengadaan tanah,
karena pengadaan tanah menjadi prasyarat utama dalam penyediaan lahan untuk

kepentingan umum sebelum tahapan pembangunan dapat dilaksanakan secara



efektif dan berkelanjutan (Pamungkas, 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 2
Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah proses penyediaan
tanah melalui mekanisme pelepasan hak secara adil dan transparan, termasuk
pemberian ganti kerugian yang layak dan setimpal kepada pihak yang berhak.
Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang
mengatur tahapan inventarisasi, identifikasi, penilaian oleh appraisal, musyawarah,
hingga pembayaran ganti kerugian. Keberhasilan pembangunan jalan tol ditentukan
oleh efektivitas pengaturan dan implementasi pengadaan tanah, termasuk dalam
aspek kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang meminimalkan hambatan
sebelum tahap pembangunan dilaksanakan (Rahmadani, 2022).

Proses pengadaan tanah sering kali memicu perubahan penggunaan lahan
(Anisa dkk., 2021). Hal ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama di
wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada tanah
sebagai sumber penghidupan (Utomo, 2025). Perubahan penggunaan lahan
berpotensi memiliki dampak terhadap keberlanjutan lahan produktif, terutama
melalui berkurangnya luas lahan pertanian dan menurunnya fungsi ekologis
wilayah akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali (Putri dkk., 2024). Selain itu,
perubahan penggunaan lahan juga cenderung berpengaruh terhadap kesejahteraan
sosial ekonomi masyarakat (Lambin & Meyfroidt, 2011).

Dalam aspek sosial, kajian Sakmawati & Firmansyah (2025) menunjukkan
bahwa perubahan penggunaan lahan berdampak pada pola interaksi
antarmasyarakat, di mana kegiatan sosial menjadi lebih terbatas dan hubungan
antarmasyarakat cenderung menurun akibat perubahan struktur ruang dan
mobilitas. Menurut Rusmawan (2017) perubahan fungsi lahan pertanian menjadi
non-pertanian juga berpotensi memperlemah kohesi sosial di komunitas agraris
karena pergeseran mata pencaharian dan berkurangnya nilai-nilai budaya yang
melekat pada aktivitas bertani. Sejalan dengan itu, Riptanti dkk. (2024) juga
berpendapat pembangunan infrastruktur berskala besar sering kali mengurangi
ruang interaksi sosial dan melemahkan rasa kebersamaan antarmasyarakat. Dalam

jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam



kegiatan sosial kemasyarakatan serta meningkatkan kerentanan sosial di wilayah
terdampak pembangunan (Sulaisiyah dkk., 2022).

Dalam aspek ekonomi, Kajian yang dilakukan Nurhayati & Putra (2024)
menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan sering kali menggeser struktur
mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris ke sektor informal yang lebih
rentan secara ekonomi. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Nangoi dkk. (2025)
menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian mengurangi lahan
produktif, menurunkan pendapatan petani dan pemilik lahan, serta mendorong
mereka beralih ke sektor non-pertanian dengan penghasilan yang cenderung tidak
stabil. Perubahan struktur mata pencaharian tersebut pada akhirnya meningkatkan
kerentanan keuangan rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat yang
memiliki keterbatasan keterampilan dan akses terhadap peluang kerja (Berliana &
Sihaloho, 2023). Selain itu, kajian yang dilakukan Murti & Kurniawan, (2025)
menyampaikan bahwa ketidakstabilan pendapatan pasca-alih fungsi lahan
berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal serta memperlemah
ketahanan ekonomi desa dalam jangka panjang.

Di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pelaksanaan
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang mencakup gerbang exit tol
membawa konsekuensi terhadap keberadaan sejumlah aset desa yang memiliki
fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam mempertahankan
fungsi pelayanan publik dan pengelolaan aset yang produktif. Selain itu, penyediaan
tanah dan pembangunan kembali aset desa yang terdampak memerlukan proses
yang kompleks karena harus memperhatikan ketersediaan lahan, aspek
administratif, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kompleksitas tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan desa dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat apabila tidak
diimbangi dengan langkah-langkah penanganan yang tepat.

Secara normatif, pengadaan tanah yang terkena bangunan atau fasilitas yang
termasuk aset desa seharusnya dilaksanakan dengan tetap menjamin keberlanjutan

fungsi aset desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2014 tentang Desa dan ketentuan pengelolaannya dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan ini
mengatur perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
hingga pemindah tanganan aset desa, termasuk mekanisme tukar-menukar tanah
desa yang digunakan untuk kepentingan umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa
harus tersedia tanah pengganti yang setara nilai dan manfaatnya guna menjamin
keberlanjutan fungsi pelayanan publik desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian terkait analisis dampak
pengadaan tanah jalan tol di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten
Boyolali perlu dilakukan untuk mengevaluasi secara komprehensif terhadap sosial
ekonomi masyarakat dan keberlanjutan aset desa. Meskipun regulasi telah mengatur
mekanisme ganti kerugian dan penyediaan tanah pengganti, dalam praktiknya
perubahan struktur mata pencaharian, ketidakstabilan pendapatan, serta pergeseran
pola interaksi sosial masyarakat sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam
kebijakan teknis pengadaan tanah. Pada saat yang sama, terdampaknya aset fisik
desa akibat proyek pembangunan berpotensi menurunkan kapasitas pelayanan

publik dan menghambat pembangunan perdesaan dalam jangka pendek.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap
perubahan penggunaan lahan di Desa Kuwiran?
2. Bagaimana dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap
kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Kuwiran?
3. Bagaimana dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap
aset desa dan upaya Pemerintah Desa Kuwiran dalam penyediaan tanah untuk

pembangunan kembali aset desa?

C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap

perubahan penggunaan lahan di Desa Kuwiran.



2. Menganalisis dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap

kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Kuwiran.
Mengetahui dampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol terhadap
aset desa dan upaya Pemerintah Desa Kuwiran dalam penyediaan tanah untuk

pembangunan kembali aset desa.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis (Akademik)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan. Khususnya dalam kajian pembangunan wilayah, tata ruang,
dan pengelolaan aset desa, serta memperkaya literatur mengenai dampak

pembangunan infrastruktur jalan tol pada tingkat lokal.

. Manfaat Praktis (Aplikatif)

a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai masukan dalam perumusan kebijakan
pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang lebih berkelanjutan.

b. Bagi Pemerintah Desa, sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan
perlindungan aset desa serta perencanaan pembangunan pasca pengadaan
tanah pembangunan jalan tol.

c. Bagi Masyarakat, sebagai sumber informasi mengenai dampak pengadaan
tanah pembangunan jalan tol terhadap kondisi sosial ekonomi dan aset desa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk

penelitian sejenis di wilayah lain.

E. Batasan Penelitian

1.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol yang berlokasi di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono,
Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menjadikan masyarakat yang terdampak langsung pengadaan
tanah dan pemerintah Desa Kuwiran sebagai subjek penelitian.

Penelitian ini menganalisis perubahan penggunaan lahan di Desa Kuwiran tahun

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 berdasarkan data spasial.



4. Penelitian ini mengkaji aspek kondisi sosial masyarakat (meliputi interaksi
sosial, solidaritas sosial, modal sosial, dan partisipasi) serta aspek ekonomi
masyarakat (meliputi perubahan mata pencaharian, tingkat pendapatan,
kepemilikan aset, dan struktur ekonomi rumah tangga).

5. Penelitian hanya membahas terkait dampak aset desa yang meliputi kondisi fisik
dan administratif aset desa serta upaya Pemerintah Desa Kuwiran dalam

penyediaan tanah untuk pembangunan kembali aset desa.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pembangunan jalan tol terhadap

perubahan penggunaan lahan, sosial ekonomi masyarakat, dan aset desa di Desa

Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan sebagai

berikut.

1.

Pembangunan jalan tol menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang
cukup signifikan di Desa Kuwiran selama periode 2020-2025. Perubahan
terbesar terjadi pada lahan pertanian yang beralih menjadi kawasan jalan tol,
lahan terbuka, serta penggunaan non-pertanian lainnya. Proses pengadaan
tanah, pembersihan lahan, dan pembangunan fisik jalan tol menjadi faktor
utama yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Perubahan
penggunaan lahan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur
memiliki pengaruh langsung terhadap struktur ruang wilayah, terutama
melalui berkurangnya luas lahan pertanian produktif.

Pembangunan jalan tol memberikan dampak yang berbeda terhadap aspek
sosial dan ekonomi masyarakat. Pada aspek sosial, interaksi sosial,
solidaritas sosial, modal sosial, dan partisipasi masyarakat relatif tetap
terjaga meskipun sebagian masyarakat mengalami kehilangan lahan dan
perpindahan tempat tinggal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat
Desa Kuwiran masih mampu mempertahankan hubungan sosial melalui
kegiatan kemasyarakatan, gotong royong, dan aktivitas sosial lainnya.
Sebaliknya, pada aspek ekonomi terjadi perubahan yang lebih nyata berupa
pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian menuju sektor non-
pertanian, meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat, bertambahnya
kepemilikan aset dan tabungan, berkurangnya kepemilikan hutang, serta
munculnya peluang usaha baru setelah masyarakat menerima Uang Ganti
Rugi (UGR). Dengan demikian, pembangunan jalan tol tidak hanya

menimbulkan perubahan struktur ekonomi masyarakat, tetapi juga
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membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang mampu
memanfaatkan kompensasi secara produktif.

3. Pembangunan jalan tol berdampak terhadap berkurangnya aset desa,
khususnya tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pembangunan
jalan tol. Pemerintah Desa Kuwiran telah melakukan upaya penyediaan
tanah kas desa pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
sehingga fungsi aset desa secara umum tetap dapat dipertahankan.
Meskipun demikian, proses penyediaan tanah pengganti masih menghadapi
berbagai kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan lahan, penyesuaian
nilai tanah, serta proses administrasi yang cukup panjang. Namun, melalui
koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait,
pengelolaan aset desa tetap dapat dilaksanakan sehingga pelayanan kepada
masyarakat tidak mengalami gangguan yang berarti.

Secara keseluruhan, pembangunan jalan tol di Desa Kuwiran memberikan
konsekuensi berupa transformasi penggunaan lahan, perubahan kondisi sosial
ekonomi masyarakat, serta penyesuaian pengelolaan aset desa. Meskipun
menimbulkan pengurangan lahan pertanian dan aset desa, pembangunan ini juga
memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan peluang usaha dan
kesejahteraan sebagian masyarakat, sementara kondisi sosial masyarakat tetap

relatif stabil karena didukung oleh modal sosial dan solidaritas yang masih kuat.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut.

1. Bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi pelaksana pengadaan
tanah, perlu meningkatkan pendampingan kepada masyarakat terdampak
setelah pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR), terutama melalui pelatihan
kewirausahaan, pengembangan keterampilan kerja, dan pengelolaan keuangan.
Pendampingan  tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat
memanfaatkan dana kompensasi secara produktif sehingga manfaat ekonomi

pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.
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2. Bagi Pemerintah Desa Kuwiran, perlu terus mengoptimalkan pengelolaan
tanah kas desa pengganti agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi
penyelenggaraan pemerintahan desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa
(PADesa). Selain itu, administrasi aset desa perlu terus diperbarui secara
berkala agar tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Bagi masyarakat terdampak, diharapkan dapat memanfaatkan Uang Ganti Rugi
tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai modal investasi
maupun pengembangan usaha produktif sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Masyarakat juga diharapkan tetap
mempertahankan nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan partisipasi
dalam kegiatan kemasyarakatan sebagai modal sosial dalam menghadapi
perubahan akibat pembangunan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian
mengenai dampak pembangunan infrastruktur dengan cakupan wilayah yang
lebih luas atau melakukan kajian longitudinal mengenai kondisi sosial ekonomi
masyarakat beberapa tahun setelah pembangunan jalan tol beroperasi.
Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas pemanfaatan Uang Ganti
Rugi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun keberlanjutan
pengelolaan aset desa dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan aspek perubahan penggunaan lahan, kondisi sosial
ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan aset desa secara terpadu, pembangunan
infrastruktur diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta pemerintah desa.
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